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Brian-Bense / 38100044 / 2015 / Perhitungan PPh Badan PT. X Berdasarkan Peraturan Perpajakan
g-Undang No. 36 Tahun 2008/ Pembimbing : Ibu Vivi Adeyani Tandean, S.E., Ak., M.Ak.

istem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assestment, dimana wajib pajak diberi
wewenang uatuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan
gesy_aﬁd@gan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Dengan adanya sistem self assestment maka wajib pajak
ﬁq@n@l@an pemahaman yang baik dan benar dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan
pajakz 2
% % 2 Objekpenelitian yang diamati adalah Perhitungan pajak Penghasilan PT X diikuti metode - metode
yang diglinakan dalam penelitian. Pengumpulan data-data dalam penelitian ini berupa Surat Setoran Pajak
Bagdan, %rat Pemberitahuan Tahunan Badan, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan perhitungan
Pajak-Penghasilan Badan PT X.

5 g Hasil= penelitian menunjukkan bahwa Besarnya PKP menurut perusahaan Rp 478,974,207,
sedangkan nienurut laporan fiskal penulis sebesar Rp 468,439,869. maka terdapat selisih sebesar Rp
10534,338, Adanya selisih PPh terhutang sebesar Rp 1,758,942, dimana PPh terhutang menurut perusahaan
seﬁ’esgr Rp 79,990,416, sedangkan menurut laporan fiskal penulis PPh terhutang sebesar Rp 78,231,474,
Berdasarkan perhitungan perusahan PPh kurang bayar sebesar Rp 19.246.416 sedangkan menurut laporan
fiskalyang télah dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPh kurang bayar
se@e‘s@ Rp 17,487,474, yang berarti selisih sebesar Rp 1,758,942. Dimana jumlah selisih tersebut sama
degg@ jumlahselisih PPh badan yang terhutang.

© o Kesimpulan penelitian ini adalah Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp.
11.7_229000,— dan menambahkan koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal
pe@%s}%haan memiliki laba sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp.
170487,474,
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Kata kunci : Perpajakan, PPh, self assesment, PKP, Koreksi Fiskal
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: Brian Bense / 38100044/2015 / Corporation Income Tax Calculation Based Tax Regulation Act No.
36 of 2008 AL PT X / Advisor: Ms. Vivi Adeyani Tandean, SE, Ak., M.Ak.

Taxatton system applied in Indonesia is a self assestment, where the taxpayer is authorized to count,
deposit, and=self-reported tax payable shall be paid in accordance with Law Regulation No. 36 Year 2008.
With a system of self assestment taxpayer requires a good understanding and correct the tax calculation, tax
payment and=tax reporting.

The @bject of research is observed Income tax calculation PT X followed the method - the method
used in the study. Collecting data in this study a Tax Deposit Agency, Annual Tax Board, as well as other
data related to the calculation of Income Tax PT X.

The pesults showed that the amount of PKP according to the company Rp 478,974,207, while
according tosthe fiscal report author Rp 468,439,869. then there is a difference of Rp 10,534,338, presence of
excess incorpe“tax payable amounting to Rp 1,758,942, where the income tax payable by the company
amounted tozRp 79,990,416, while according to the fiscal report writer payable income tax of Rp 78,231,474,
According tathe calculation of corporate income tax underpayment of Rp 19 246 .416 while according to the
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fiscalreport has been prepared by the author based on tax regulations, income tax underpayment of Rp
- 717,487,474, which means that the difference of Rp 1,758,942. Where the amount of the difference is equal to
the amount of income taxes payable difference.

m

The gonclusion of this study is the Company must add a positive fiscal correction of Rp. 11.225
illion, - and-adds a negative fiscal correction of Rp. 21,759,338, -. Taxable income statement the company

has a(groflt of.Rp. 468,439,869, -, and have less to pay income tax article 25 of Rp. 17,487,474, -

qe]esew niens uenelun uep >1!1ugwesmuad
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Keywords: Taxation, income tax, self assesment, PKP, fiscal correction
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.S Latar Belakang

oji £ Indonesia melalui masa krisis ekonomi di tahun 1997 dan telah melalui masa pertumbuhan

< ekoromi pasca krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung. Pendapatan Negara dan hibah
Sdalam ABBN terdiri dari semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan hibah dari dalam
Enggegi darluar negeri. Untuk mengoptimalkan penerimaan Negara pemerintah akan mengambil langkah-
=langkah kebijakan untuk meliputi bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan
DNﬁgﬁra dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
oS > Secara umum, perpajakan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan
p%ag daérah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak dan
:D%pﬁrtemen Keuangan yang meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
mPenjuaIan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak daerah merupakan pajak — pajak yang dikelola oleh
Dﬂgmgmtah daerah meliputi antara lain pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan pajak hiburan.
~Khusus uatuk pajak penghasilan yang berlaku saat ini, Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor
DY%ahun ¥983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang No.
U3§ Tahun;2008.
D = Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah self assestment, dimana wajib pajak diberi
g@wenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang harus dibayarkan
Dsé;sual deagan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.
B0 Dengan adanya sistem self assestment maka wajib pajak memerlukan pemahaman yang baik dan
gbgnar dalam perhitungan pajak, penyetoran pajak, serta pelaporan pajak. Karena dengan begitu Negara
mn;enjadl tidak dirugikan oleh ketidaktahuan dan ketidakmengertian yang dapat menimbulkan kesalahan
~dari wajif) pajak dalam menentukan jumlah pajak terhutang sehingga terjadi kurang bayar maupun
Stetlambat bayar. Dan bagi wajib pajak itu sendiri tentu akan dikenakan sanksi bila hal ini terungkap.
@ Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Agar
Sterhindar dari sanksi tersebut maka wajib pajak perlu mengetahui cara dan ketentuan-ketentuan yang
Sberlaku, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.
%: é Perusahaan sebagai salah satu subjek pajak badan, wajib menyelenggarakan pembukuan atas
Dcﬁiatan transaksi yang tertib dan benar untuk menghitung penghasilan kena pajak dan pajak terhutang.
ml@berhasnan wajib pajak untuk menghitung pajak terhutang ditentukan dari pengetahuan akan informasi
:p§raturan perpajakan yang berlaku. Karena informasi yang jelas merupakan faktor penting dalam
Dr@nghltung pajak yang benar. Tetapi permasalahannya informasi peraturan-peraturan perpajakan yang
Ua@a maskh kurang jelas, Perusahaan-perusahaan tidak mengerti bagaimana cara menyusun laporan
ﬁkeuangan laba rugi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Selain itu seringnya terjadi perubahan pada
~Undang+tndang pajak yang tidak diketahui oleh pihak perusahaan membuat perhitungan pajak terutang
menjadiftidak sesuai dengan Undang-undang. Hal-hal seperti inilah yang membuat perusahaan yang
membayar pajak menjadi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Hal ini juga terjadi pada PT. X, yaitu kekeliruan dalam pengakuan penghasilan dan biaya dalam
pelaporan keuangan menurut fiskal yang disebabkan karena perusahaan tidak pernah mengaudit laporan
keuangaq internal dan tidak memberikan seluruh data laporan keuangan yang sebenarnya kepada
konsultan pajak, sehingga perhitungan laporan keuangan komersial maupun laba kena pajak yang
berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar mengandung kesalahan, baik
disengaja maupun tidak disengaja. Maka dengan adanya perbedaan pembukuan atas perhitungan laba
komersial dengan laba yang diperhitungkan untuk pajak serta untuk menganalisis kepatuhan PT. X
dalam ‘menyetor dan melaporkan pajak terhutangnya, maka penulis melakukan penelitian yang
dilakukam kepada PT. X dengan judul “PERHITUNGAN PPh BADAN PT. X BERDASARKAN
PERATURAN PERPAJAKAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2008
Identifikasi Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai
berikut :

1. Apakah perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. X sudah sesuai dengan peraturan
Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008?

— 2. Berapa besarnya koreksi posotif dan negatif yang perlu dilakukan sehubungan dengan
@ = perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal menurut Undang-Undang
o 5 Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ?
ug & 3. Apakah pelaporan SPT tahunan PT. X telah sesuai dengan UU No. 28 tahun 2007?
53 o 3
.= Bat gan Masalah
5 S Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis mengidentifikasikan batasan masalah sebagai
Zbgrikut :
gA@akah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPh badan sudah sesuai dengan
glﬁ]d&ng—Undang Pajak Penghasilan no. 36 Tahun 2008 ?
B %té%an Penelitian
= Karena adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang dimiliki penulis, serta agar lebih dapat
Lgn@n@arahkan penelitian ini, maka ditetapkan batasan penelitian sebagai berikut :
S 2 © Begrdasarkan aspek objek
® = S Penulis membatasi penelitian pada PT. X dan Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan).
25 2. Berdasarkan aspek waktu
= @ @ Ppenulis menggunakan data penelitian laporan keuangan komersial periode per 31 Desember
S = 2013.
5 -3, Bérdasarkan aspek unit analisis
3 o Penulis menganalisis laporan keuangan komersial tahunan perusahaan perdagangan dan laporan
= 3 SPT periode tahun 2013.
e
.o Rumusan-Masalah
E & Berdasarkan latar belakang dan batasan penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah
gsa)agm berikut : “Apakah perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak untuk perusahaan perdagangan
%dgdalam SPT perusahaan PT. Loyaltech sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku? ”
35
.“_:@Uuan Penelitian
3 >
) 3 Berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :
Z32 _ _ _
o % 1.z Untuk mengetahui apakah PT. X telah menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara
§ = =tbenar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
= S 2.=Untuk mengetahui apakah perhitungan pajak penghasilan PT. X dalam SPT tahunan PPH
o % badan sudah sesuai dengan undang-undang No. 36 Tahun 2008.
SManfaatPenelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, seperti :

1. Perusahaan
Sebagai bahan masukan perusahaan untuk mengetahui perkembangan peraturan perpajakan
yang terbaru, sehubung dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laba yang berbeda menurut
fiskal serta dapat membantu perusahaan di dalam pengambilan keputusan untuk langkah
sélanjutnya.
2. Penulis
Dengan melakukan penelitian pada PT. X, penulis mendapatkan tambahan pengalaman
laggsung terjun di lapangan praktek perpajakan dalam sebuah perusahaan serta
mengimplementasikan teori-teori yang di dapat dalam perkuliahan, salah satunya menghitung
koreksi fiskal.
3. Akademisi
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Diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai
“pengaruh koreksi fiskal terhadap perhitungan laba, yang dibutuhkan untuk perhitungan pajak.
Serta sebagai bahan refrensi dan studi banding bagi penulis lainnya.

) METODE PENELITIAN

e

@@em g

jek Penglitian
jek penelltlan yang diamati adalah Perhitungan pajak Penghasilan PT X diikuti metode - metode yang

C. iabel Penelltlan
Penulis menggunakan variable — variable dalam penelitiannya yang terdiri dari:
1. Pajak Penghasilan

2. Koreksi fiskal , yaitu koreksi terhadap Laporan laba/rugi komersial menjadi Laporan laba/rugi
Fiskal

A
g = @gliﬂakan dalam penelitian.
i 53 =
=2 5 9 |
B.Désain Penelltlan
5 ¢ ;% ‘?erdapat tujuh perpektif tentang desain penelian menuut Donald R.Cooper (2006:157). Berdasarkan
S Sperspektiftersebut, maka desain penelitian ini dapat digolongkan sebagai berikut:
% 3 g Tingkat Perumusan Masalah
o 2 % Metode Pengumpulan Data
23 § Pe ngendalian variabel
3 5 ﬁéT juan Penelitian
8535 D[men5| Waktu
>3 é Ruang Lingkup Topik Bahasan
§ 7. Lingkungan Penelitian
4
5
©
(9]
=
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nik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)
Mengadakan wawancara langsung dalam bentuk tanya jawab dalam pihak - pihak yang
perwenang mengenai masalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dalam
penyusunan laporan tugas akhir ini.

:Jaquins ueyingaiuaw ut% ueywniu

2. Bokumentasi
Dari hasil pengumpulan data di atas, maka data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah
memfotokopi laporan laba-rugi perusahaan, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, SSP
padan, SPT Badan PT X.

E. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif. Penulis mengumpulkan

datasdata yang dibutuhkan untuk penelitian dan kemudian data tersebut diolah. Data yang diperoleh
darizhasil pengamatan dan wawancara berupa data-data primer. Akan diolah lebih lanjut untuk
mengdapatkan pemecahan masalah

== Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengolah data tersebut sebagai
berikut:
a. Penulis melakukan wawancara terhadap manajer perusahaaan berkenaan dengan langkah

evaluasi pertama yaitu pengakuan pendapatan dan biaya yang dicatat perusahaan.
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7 Badan selama tahun 2013 yaitu Surat Setor Pajak (SSP) Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT) Badan dan Laporan Laba/Rugi perusahaan.
c. Setelah data terkumpul, penulis memeriksa memeriksa kebenaran terhadap subjek pajak,objek
pajak,tariff pajak dan nominalnya.
Melakukan perhitungan ulang atas perhitungan laba/rugi komersial menjadi laba/rugi fiskal
sebagai dasar pengenaan pajak.
Keémudian penulis mengamati pengisian SPT Tahunan perusahaan dengan memeriksa apakah
SPT tersebut dicatat dengan benar sesuai laporan laba/rugi perusahaan.
Setelah diketahui laba fiskal yang telah sesuai dengan undang-undang perpajakan, maka dapat
ditiitung besarnya pajak penghasilan badan yang seharusnya terutang.

e

@

HASIL DAN PEMBAHASAN
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a@baran Umum Perusahaan

> BT X4idirikan di Jakarta, dengan akte pendirian No.160, Notaris R.N. Sinulingga S.H. tertanggal 8
rl“i_993 dan telah disetujui oleh Mentri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 8 Februari 1993.
wrut-akte pendirian PT.X adalah perusahaan komersial (dagang) yang bergerak dibidang Pedragangan
knik dengan tujuan mencari keuntungan , dan memiliki tenaga kerja sebanyak 9 orang.

PT X berkedudukan di Jakarta. PT X berkedudukan di JL.Hayam Wuruk No. 127, LTC Glodok
RB#41/C31-5. PT X Beroperasional setiap hari senin-jumat pukul 09.00-16.30.

T Xmenjalani bisnisnya di bidang dagang alat-alat tehnik dan perkakas khusus untuk kebutuhan
denagan mengimpor barang dagang nya yang dominan dari jepang. Karena keunggulan PT X
ang beberapa merk unggulan jepang, tidak heran PT X menjadi vendor beberapa perusahaan astra
yang hamper seluruhnya membutuhkan peralatan dan perkakas khusus produksi jepang.
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nalisis:Data dan Pembahasan
Evaluaasi laporan laba rugi PT X

Pada prinsipnya terdapat perbedaan perhitungan penghasilan dan beban menurut Standar
Akuptansi Keuangan dengan peraturan perpajakan. Hal ini sering menjadi permasalahan dalam
penyasunan laporan keuangan fiskal. Didalam prakteknya, perusahaan sudah melakukan koreksi
fiskal-atas laporan laba rugi yang sudah mereka buat, namun masih ada kemungkinan terjadinya
perbedaan perhitungan laba menurut standar akuntansi keuangan dengan menurut peraturan
perpajakan yang berlaku. Akibat adanya perbedaan tersebut akan berdampak pada besarnya pajak
penghasilan terhutang badan yang akan dibayar.

quifps uexingaAuaw uep ueywnjuesuaure

- PT. X
& LAPORAN RUGI LABA
- TAHUN 2013
(Dalam Rupiah)
~ ,
Perfjualanz, 7,229,290,534
Retur Penjualan (55,250)
PenjualamBersih 7,229,235,284
Harga pokok penjualan :
Persediaan awal 805,545,658
Pembelian 5,756,275,142
Barang Siap untuk dijual 6,561,820,800
Persediaan akhir (739,526,820)
Harga pokok penjualan (5,822,293,980)
Laba bruto usaha 1,406,941,304

Biaya Opzrasional :
Biaya Gajizkaryawan 488,800,000
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+~ Biaya Listrik
- Z. Biaya Telepon

) Biaya Pengiriman
Biaya Perljengkapan Kantor
Biaya Transportasi
Bia%a Pemgliharaan Kendaraan
Biaya Iuran
aga Penyusutan
a Pengurusan Dokumen
:%a Bunga Leasing
a dm|n|stra5| Bank

eﬂh%@
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o
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@dgpatan dan Beban Diluar Usaha:
aGiraw

ajak Giro
I gendapatan dan Beban diluar Usaha

%ersm Sebelum Pajak
PenghasHan

Bersnh Setelah Pajak
r: Data PT.X

eban Operasional

ersih operasional
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Ibunggel
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20,963,235
14,247,288
109,377,299
32,747,800
24,049,250
23,128,350
8,508,000
121,718,750
2,530,000
79,912,625
1,984,500

(927,967,097)

478,974,207

9,018,397
(1,803,678)

7,214,720

486,188,927
(79,990,416)

406,198,511

~g Perhltungan Pajak Penghasilan Terhutang oleh Perusahaan
%asahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal sehingga laba komersial sebesar Rp 478.974.207,-
Adit

kukano pembulatan menjadi Rp. 478.974.000,-)

langsung dijadikan sebagai dasar pengenaan

g)aﬁknya. Perhitungan Pajak Penghasilan berdasarkan laporan laba rugi komersial yang dibuat oleh

%aegusahaan sebesar:

yel

PPh Térhutang Badan
)% yang dapat fasilitas
PKP gpembulatan)
4.

800:000.000
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- 7.229¢ 235 284

b) yangtidak mendapatkan fasilitas

Rp 478:974.000 — Rp 318.024.675 x 12,5% =

Maka, PPR terhutang badan menurut Perusahaan.

X 478.974.000 x 12,5% =

Rp 478.974.000
Rp 39.753.084

Rp 40.237.331

Rp. 79.990.416,-

Dari perhifungan diatas dapat diketahui besarnya Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang terhutang untuk
tahun 20%3 berdasarkan laporan keuangan komersial yang telah dibuat oleh Wajib pajak sebesar Rp

212.876.420.4.

Maka perhitungan PPh Pasal 29 untuk tahun 2013, yaitu sebesar:

e PPh Terhutang:
Kreditpajak:
- PPh25:

Rp 79.990.416,-

(Rp 60.744.000,-)
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Kurang Bayar (Beban PPh Pasal 29) Rp 19.246.416,-

3. Koreksi Fiskal terhadap Laporan Laba Rugi dari Hasil Evaluasi Biaya
Penulis”akan memberikan penjelasan atas koreksi fiskal yang terdapat dalam laporan laba rugi

—_

> Sedangkan nilai penjualan yang ada di laporan laba rugi PT X adalah nilai penjualan atas usaha
—utamaiperusahaan. Dimana perusahaan menjual barang dagang alat-alat teknik dan peralatan khusus
c ifidustrial. Penjualan tersebut merupakan objek pajak penghasilan PT X. Sehingga tidak ada koreksi
~atas usaha utama perusahaan.

Q.
Q

EN
u

Ql)(OG ersial PT X menurut penulis yang berlandaskan pada peraturan perpajakan yang berlaku:

§a§ Penjualan

‘2 @ Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4, yang menjadi objek pajak
S 3 adalahtpenghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
53 P&jak sbaik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk
ojé.kghsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam
Bl bentuk=apa pun. Dimana perpajakan membedakan penghasilan tersebut menjadi tiga kelompok (pasal
S g4ayatdl), (2), (3)), terdiri dari:

; 213 Penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan

=~ 225 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final

] ‘2. PenAghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan

HPP
Harga pokok penjualan adalah harga barang yang dijual. Penentuan harga pokok penjualan pada
perusahaan industri, pada umunya pada persediaan awal produk ditambah dengan jumlah harga
pembelian dan dikurangi dengan persediaan akhir produk, jadi pengertian mengenai harga pokok
penjudlan ini, berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia menjelaskan bahwa Saldo awal dari
persediaan ditambah harga pembelian barang-barang yang dibeli untuk dijual dikurangi jumlah
persediaan akhir adalah harga pokok barang yang harus dibandingkan pendapatan untuk masa yang
bersafgkutan. HPP tersebut merupakan pengurang objek pajak penghasilan PT X. Sehingga tidak
ada kereksi atas HPP perusahaan.
Beba#-operasional
Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto
karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6
Ayat 1.
1. =Gaji Karyawan
Perusahaan mengeluarkan biaya gaji sebesar Rp 488.800.000,- untuk seluruh pegawai
fPerusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang
penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan
Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.
Listrik
Perusahaan mengeluarkan biaya listrik sebesar Rp 20.963.235,- keperluan gedung perusahaan.
“Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan
pruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang
pph pasal 6 Ayat 1.
3. “Telepon
Perusahaan mengeluarkan biaya telepon sebesar Rp 14.247.288,- untuk keperluan operasional
perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang
penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan
Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1. Tetapi didalam biaya telepon ini terdapat biaya isi ulang
pulsa untuk komisaris, direktur, penjualan, dan pembelian sebesar Rp. 6.200.000,-, oleh karena
1tu biaya telepon dikoreksi positif sebesar Rp. 3.100.000,- berdasarkan keputusan Dirjen Pajak
No KEP-220/PJ/2002.
4. dPengiriman
=Perusahaan mengeluarkan biaya pengiriman impor dan pembelian sebesar Rp. 109.377.299,-.
Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan
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bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang
pph pasal 6 Ayat 1.

Perlengkapan kantor

Perusahaan mengeluarkan biaya perlengkapan kantor sebesar Rp. 32.747.800,- biaya ini untuk
mengoptimalkan kegiatan di kantor. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat
dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara
fangsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

Fransportasi

Perusahaan mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp. 24.049.250,- untuk mobilitas seluruh
pegawai perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai
péngurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai
dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

Pemeliharaan Kendaraan

Perusahaan mengeluarkan biaya pemeliharaan kendaraan sebesar Rp. 16.250.000,- untuk
pemeliharaan kendaraan direktur yang di bawa pulang ke rumah sebagai operasional. Menurut
peraturan perpajakan biaya ini hanya dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto
sebebesar 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap
Kelompok | berdasarkan keputusan Dirjen Pajak No KEP-220/PJ/2002. Sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000.

luran

Perusahaan mengeluarkan biaya iuran sebesar Rp. 8.508.000,- untuk segala iuran yang dipungut
oleh pengelola gedung, mulai dari keamanan, kebersihan, dan maintenance gedung. Menurut
peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto
Karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph
pasal 6 Ayat 1.

Penyusutan

Perusahaan mengeluarkan biaya untuk penyusutan sebesar Rp. 121.718.750,- yang terdiri dari

& Penyusutan inventaris Rp. 4.268.750,-
B. Penyusutan bangunan Rp. 111.950.000,-
€' Penhyusutan kendaraan Rp. 5.500.000,-

Metode yang digunakan perusahaan dalam melakukan penyusutan adalah metode garis lurus,
yang berarti metode tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008.

Akan tetapi, didalam perhitungan penyusutan kendaraan terdapat kendaraan operasional
direktur yang tidak disusutkan oleh perusahaan. Menurut Keputusan Dirjen Pajak No KEP-
220/PJ/2002 dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
=jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap
kelompok I1.

Perhitungan penyusutan kendaraan operasional direktur yang tidak disusutkan :
Jenis Kendaraan : Mobil Honda CRV

Jahun Pembelian : 2013

JMarga Perolehan : Rp. 348.149.4009,-

Jenis aktiva : Kelompok Il

Umur Ekonomis  : 8 Tahun

Perhitungan : Rp. 348.149.409,- x 12.5% x 50 % = Rp. 21.759.338,-
Jadi biaya penyusutan kendaraan yang seharusnya adalah

Rp. 5.500.000,- + Rp. 21.759.338,- = Rp. 27.259.338,-

Total biaya penyusutan

@, Penyusutan inventaris
8. Penyusutan bangunan
f. Penhyusutan kendaraan

Rp. 4.268.750,-
Rp. 111.950.000,-

Rp. 27.259.338,- +

Rp. 143.478.088,-
=Biaya penyusutan Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai
pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuali
dengan Undang-undang pph pasal 11.
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d> Pengurusan dokumen
Perusahaan mengeluarkan biaya untuk pengurusan dokumen sebesar Rp.2.530.000,- untuk
mengurusi seluruh dokumen kepentingan perusahaan. Menurut peraturan perpajakan biaya ini
dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya
yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

e. Bunga leasing

L

-fj g Perusahaan mengeluarkan biaya untuk bunga leasing sebesar Rp 79.912.625,- untuk beban
o3 Bunga pembelian kredit kendaraan dan inventaris kantor. Menurut peraturan perpajakan biaya
Qg ini dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan
S 2 + biaya yang secara langsung sesuai dengan Undang-undang pph pasal 4 Ayat 1.

5f2 Administrasi bank

ojé £ Perusahaan mengeluarkan biaya administrasi bank sebesar

Bl o Rp. 1.984.500,-. Menurut peraturan perpajakan biaya ini dapat dapat dijadikan sebagai
S g = pengurang penghasilan bruto karena biaya ini merupakan biaya yang secara langsung sesuai
; ‘©. 2 dengan Undang-undang pph pasal 6 Ayat 1.

=07 Pendapatan diluar usaha

s o L Jasagiro

> o > Pgrusahaan mendapat penghasilan sebesar Rp. 9.018.397,- dari jasa pembukaan giro. Menurut
@ = © peraturan perpajakan biaya ini tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena
> 2 % biaya ini sudah dikenakan pajak yang bersifat final.

h~ Biayadiluar usaha

=5 © Pajak bunga

= © ©  Pgrusahaan membayar biaya pajak bunga sebesar Rp 1.803.678,- . Menurut peraturan perpajakan
E % biaya ini tidak dapat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena biaya ini sudah
§ 5 dikenakan pajak yang bersifat final.

=

. Perhitungan Pajak Penghasilan Terhutang oleh Penulis

-~ 3 Dari ¥oreksi-koreksi yang telah dilakukan oleh penulis berdasarkan peraturan perpajakan yang
Ti)eﬁaku baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif, maka diperoleh laba sebelum pajak
ge@esar Rp 461.225.149,- maka dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah menjadi 461.225.149,-
berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (4).

-3 Undang-Undang No 36 Tahun 2008 mengatakan bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dengan
;'Jme%edaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 akan mendapatkan pengurangan PPh sebesar 50% dari
Yafif seharusnya menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b. Pemberian fasilitas pengurangan sebesar 50% dari
ia@f Pasal 17 ayat (1) huruf b hanya diberikan untuk Penghasilan Kena Pajak (yang berasal dari bagian
“PeredaranzUsaha yang sebesar Rp 50 milyar tersebut) sampai dengan Rp 4.800.000.000. Karena
T@e@edaranfusaha PT. X berada di bawah Rp 50 milyar, maka PT X berhak untuk mendapatkan potong tarif
%egesar 50%. Berikut perhitungan pajak terhutang:

uenl

u

» 2 PPh Tehutang Badan

— 3a) yang dapat fasilitas

S & PKP Rp 468.439.869

5 4800.000.000 x 468.439.869 = Rp 311.027.944
71229.290.534

b) yang tidak mendapatkan fasilitas

Rp.468.439.869 — Rp 311.027.944 Rp 157.411.925

MakawPph terhutang badan menurut penulis.

-  Rp3Hs027.944 x 25% x 50% = Rp 38.878.493
- Rp157.411.925 x 25% = Rp 39.352.981 +
PPh TFerutang menurut penulis Rp 78.231.474

Dari perhituian diatas dapat diketahui besarnya PPh wajib pajak yang terhutang untuk tahun 2013
berdasarkan =kekonsiliasi Laba rugi fiskal yang telah dibuat oleh penulis sebesar Rp 214.954.331 Maka,
perhitungan PPh pasal 29 untuk tahun 2013, yaitu sebesar:
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=~ PPh Terhutang:

Rp 78.231.474
Kredit pajak:
- PPh25 Rp 60.744.000 (-)
AKura Bayar (Beban PPh Pasal 29) Rp 17.487.474,-
o O
C. Hasil Pengltlan
g3 o 1. F&konsmasi fiskal
= S Berikut akan disajikan laporan rekonsiliasi fiskal menurut penulis berdasarkan peraturan
[y g)e@ajagan yang berlaku pada tabel 4.1.
52X X Tabel 4.1
=555 = Laporan Rekonsiliasi Fiskal
0 o v o A
2o 3 PT. X
S 29Q g_ = LAPORAN RUGI LABA
5235 c @
S § © é = TAHUN 2013
; % g < o (menurut Undang-Undang Perpajakan)
2320 o menurut koreksi fiskal menurut
352¢@ kgterangan perusahaan (Rp.) positif negatif penulis (Rp.)
" Penjualan - 7,229,290,534 7,229,290,534
- Retur Penjuaan (55,250) (55,250)
[ Pgn}gafﬁ’n Bersih 7,229,235,284 7,229,235,284
3=
I%rga pokoépenjualan :
Persediaan awal 805,545,658 805,545,658
ge%bellan ; 5,756,275,142 5,756,275,142
Ba@ng siapauntuk dijual 6,561,820,800 6,561,820,800
Eegeduaan aRhur (739,526,820) (739,526,820)
I-!Iar%a pokokaenjualan (5,822,293,980) (5,822,293,980)
QJ C
Laba bruto d@saha 1,406,941,304 1,406,941,304
ﬁ 5
ﬁfa%a Operasional :
%a@ Gaji karyawan 488,800,000 488,800,000
Braya ListriE 20,963,235 20,963,235
ﬁa@ Tele 14,247,288 3.100.000 11,147,288
Biaya Pengifiman 109,377,299 109,377,299
@a)@ Perleﬁkapan Kantor 32,747,800 32,747,800
Eﬁaya Transportasi 24,049,250 24,049,250
B+a3a Pem:garaan Kendaraan 23,128,350 8.125.000 15,003,350
@aya Iuran: 8,508,000 8,508,000
Braya PenylmJtan 121,718,750 21.759.338 143.478.088
Blaya Pengurusan Dokumen 2,530,000 2,530,000
Biaya Bungﬁeasing 79,912,625 79,912,625
Biaya Administrasi Bank 1,984,500 1,984,500
=
Total BebagOperasional (927,967,097) (938.501.435)
Laba bersil‘ﬂ_pperasional 478,974,207 468,439,869
p A .
endapatamgdan Beban Diluar
Usaha:
- Jasa Giro & 9,018,397
- Pajak Giroxe (1,803,678)
Total Pendaﬁtan dan Beban diluar
Usaha 7,214,720
=
Q)

o
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Laba Bersih Sebelum Pajak 486,188,927 468,439,869

Pajak Penghasilan (79,990,416) (78,231,474)
Laba Bersih Setelah Pajak 406,198,511 390,208,395
. o Berikut penjelasan pos-pos yang glikoreksi fiskal:
_ wua 1.7 Telephone dikoreksi positif sebesar Rp 3.100.000
e g g 2.5 Pemeliharaan kendaraan dokoreksi positif sebesarRp 8.125.000
= @% 3.2 Penyusutan kendaraan di dalam biaya penyusutan dikoreksi negatif Rp. 21.759.338,-
o 2. aEk Penghasilan terhutang
2— - @ = Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat dilihat perbandingan
= Tgoegi%lrr_lya PPh menurut perusahaan_ dt_engan besarnya_ P_I_Dh menurut penulis berdasarkan peraturan
o S yperpajakan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya akan disajikan perbandingan PPh menurut perusahaan
> § sdal’menurut penulis pada tabel 4.3 sebagai berikut:
325 2 Tabel 4.3
e x> 5 Perbandingan PPh Terhutang
Q - «Q .
SR Y¥ o ¢ (Menurut perusahaan dan Menurut Penulis)
c = S
5 S 5 o
F 2§ 3 Menurut Menurut N
ONG. 4 - Keterangan _ Selisih
L + > Perusahaan Penulis
P £ Pgnghasilan Kena Pajak (PKP) 478,974,207 468,439,869 10,534,338
4 PPh Tathutang (79,990,416) (78,231,474) 1,758,942
3 PPh Kdrang Bayar (PPh Pasal 29) 19.246.416 17,487,474 1,758,942
Sufnber: Hasifolahan data.
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erikutpenjelasan atas tabel tersebut:

Besarnya PKP menurut perusahaan Rp 478,974,207, sedangkan menurut laporan fiskal penulis
sebesar Rp 468,439,869. maka terdapat selisih sebesar Rp 10,534,338.

Adanya selisih PPh terhutang sebesar Rp 1,758,942, dimana PPh terhutang menurut perusahaan
sebesar Rp 79,990,416, sedangkan menurut laporan fiskal penulis PPh terhutang sebesar Rp
78,231,474,

Berdasarkan perhitungan perusahan PPh kurang bayar sebesar Rp 19.246.416 sedangkan menurut
laporan fiskal yang telah dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPh
kurang bayar sebesar Rp 17,487,474, yang berarti selisih sebesar Rp 1,758,942. Dimana jumlah
selisih tersebut sama dengan jumlah selisih PPh badan yang terhutang.

= KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan, Perusahaan harus menambahkan koreksi fiskal positif sebesar Rp. 11.225.000,- dan
koreksi fiskal negatif sebesar Rp. 21.759.338,-. Laporan rugi laba fiskal perusahaan memiliki laba
sebesar Rp. 468,439,869,-, dan memiliki PPh pasal 25 kurang bayar sebesar Rp. 17,487,474, -
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B. Saran
A. Bagi perusahaan

Diharapkan perusahaan dapat menerapkan praktik rekonsiliasi fiskal dengan baik yang
sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Selain itu perusahaan harus
memahami Undang-Undang Perpajakan untuk koreksi fiskal yang berlaku dan mengikuti
perkembangan setiap tahunnya.

B Bagi peneliti selanjutnya

Undang-Undang Perpajakan di Indonesia setiap tahunnya berkembang, oleh karena itu
bagi para peneliti selanjutnya diharapkan memahami Undang-Undang Perpajakan yang
berlaku dan terbaru.



